
WALIKOTA BANJARMASIN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN 

NOMOR 39 TAHUN 2019 

TENTANG 

KAMPUNG BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

Menimbang: a. bahwa sektor kepariwisataan merupakan salah satu 

penggerak perekonomian yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui 

pengelolaan dan pengembangan secara sistematik, 

terencana, terpadu, dan berkelanjutan; 

b. bahwa pengelolaan dan pengembangan sektor 

kepariwisataan Kota Banjarmasin memerlukan 

diversifikasi obyek wisata yang salah satunya 

berorientasi pada pelestarian kampung banjar; 

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan 

kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat 

dalam pengelolaan dan pengembangan kampung 

banjar, maka diperlukan penetapan kampung banjar 

sebagai kampung wisata; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang 



Kampung Banjar; 

Mengingat:  1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
— Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 



tent:I-rig Pembentukan Produk 
Hukum  Daera..h (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
0-Q42'710710 t4.1 diaa as a tier:v:4r: Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

t2 Aes Peraturan Menteri Da tarn Negeri No  nor 8ct Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik in cone 2018 Nomor 

157); 

7. Peratarm D-aerah si  s4-14+,..t Nomcq- 

Tahun 2.010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah 

Prov;7,4  F:31ima.nton '301n Nomor 8);  

Peraturan rtaerah Kota Barija.--mablzt'  Nomor 7 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
e3 a~i  ilaia  1(o Banjarmacin I arterah ICot 

Banjarmasin Tahun 2016 Nom or 7, Tarn bah an Le m baran 

NLEMUTUSKAN: 

PIERAT.URAN WALT:IC.0M TENTANG KANT:PUNS BANJAR. 

BAB I 

KF,TF,NTUAN UMUM 

Basal: 1 

Dalam. Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

ni.eri.h Banjarmasin. 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 
71,TrZrir penyelenggara Pemerinhan  Daerah yang memim

pelaksanaan urusan pemerintahan yang m.enjadi kewenangan daerah 



otonom. 
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin. 

4. TI-6-1,-,s adalah  Dinas yang membidancr; urusan  kepariwisataan Kota 

Banjarmasin. 

5. Wisata adalah-  kegiatan perjata-nn  yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan 

rekreasi, pengembangan pribaA; , atau ve.evrTei,jeari keunikan. day  d  

wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 

6. A.Visatawan. actalall  orsng yang melak,..11can wisats. 

7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata clan didukung 

fy.silitns  serta Layan.an yang seda. oleh masyarakat, 

pengusaha, -dan Pemerintah Daerah. 

R. Kepariwisatnnn adalah kegiatan yang terkait dengan 

pariwisata dan bersifat multidimensi_ serta_ multidisiplin yang muncul 

orang serta interaksi antara wisatawan 

dan masyarakat,sesama wisatawan, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 
9.   crest:hasi.  parlwisata berbasis budaya 

lokal. 

10 . „oral a -o 1 alAa l yang tyrrnivi berkembang  Berta 

dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat. 
11. Cagar Budaya affAinh  wwisan budaya berthfat keberlficart bera, 

Cagar Budaya, Bangungan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs 
Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat. dan/atau di air yang 

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi 

sejarah,  pen„et  pendidikan, daniatau kebudayaan 

melalui proses penetapan._ 
12. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan, 
waktu atan af=5. yrKa yang 

13.. Pokd_arwis. a.dalah suatu. organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh 

mnRyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilaya.h tertentu dan 

harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur 

serta   hn-1----hat yang berkaitan dengan Kaa 



14. 1,Iclatrapcik Sadar Wisata yang seatutay- d±thr 	PokAarw;- .6Lf  *, 4  

suatu komponen dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi 

pentitt-, penembangan kepariwisat.aan di daerallnya. 

15. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang 

ierryrt 1;,r rtyritytte er.tra-rwichea4trari aa • /1  eta Teta rt  rta./4 etalarrv, ;it 
4.4.4.1t0.4 4.4,444.4.4.41-.4 •  K/,. a. 4.4.4-s 

manusia. 

16. T 017-.21 ,-)1,31., !Ty) k4",..)  f,111 17:r•Ve% Irm C-1 
ki  X, 14 .1.116,44.3.14F J. 

-; 

Daerah. 

P-ev •k-i:-4,1 Or 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi: 

a. penetapan  KaTnpung  

b. persyaratan administrasi dan teknis; 
1.1/7rti rt !TY  7.1 IT3 ric,^r7 irs F.3 .3 4,-3 

6415-4JfEglAuL4, 104.......114.4.11.11.1114.414164.A.A.161, 

d. pengelolaan; 

e. pembinAan.; dan 

f. partisipasi masyarakat. 

pfnag=llsrig;an; 

P-f- -snt  
Tujuan penetapanKampun.g Ranjar: 

mewujurlican masyarakat Kan-Ipu-ng Banjar sada" wisata; 

b. memberdayakan dan meningkatkan ekonorni ker Ta_tan; 

C. memenara dan membina secara berkelanjutan tata kehidupan 

tradisional dan seni hudaya masyarakat Kampung Banjar; 

d. mengembsngkan dan raemanfaatkan potsi en kebudayaan y  se vagai  

destinasi wisata kawasan Kampung Banjar; 
e. membangun p-arfdsipasi rfragYarairn  t Kompung Banjar Tn  enata 

dan memelihara linglcungan.. g,una mempertahankan keberadaan 

kebudayPcin sebr-,o-ai objek wisata; 
f. menciptakan peluang usaha kepada masyarakat sebagai pelaku, 

pek.eta, sekatigus pemilik_rmaha pariwisata lokal 



P-uvuI 4 

Fungsi Kampung Banjar: 
carana rid kt-1 tif 

b. sarana pengembangan seni dan budaya; 
<2  r,a •'a -k rbasis  -r-, n1rnt•nli-nt •  (Intl / • ALL, 16,1.4.A. KA. 1. CALA. Iv .41.6,1141. 141 4.4.411.1.4.4 / 4.4 4.44. C.& 

d. sarana pengembangan sadar wisata. 

IDT•J 1 z," 
1.-4.1.146.A..1. 

Prinsip penyelenggaraan Kampung Banjar meliputi: 
pArrrri-v-rrcrt-rn r-i  4.12;rinrtrrri- cr‘ci rlt-r-rt xr r-ter nrrttan- 

b. menjaga kelestarian linglcungan, dan 

c. -me-njag rinrn lokalKa-mpu-ng 

Banjar yang bersifat spesifik. 

-PLr•AP  IT 

JENIS, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENETAPAN KAMPUNG BANJAR 

1::Z° gi 0 n Kes.V,  

Jenis 

1:).3  o 1 A 
44. 

(1) Jenis wisata pada Kampung Banjar paling sedikit memuat: 

a. 1.x.ri 

b. kerajinan tangan; 
it-r-r  l-'rrr,4 crera' flan/ atau  

d. pertunjukan. 
illy • . 

Ll.1.  N...  1.1-1 1.34.A. .1. —17z •-• A 
r,r2

A 
prv-1n 

AA... 1J .1, A A./..A.A. .1.j 1k..1. 

denganKeputusan Walikota. 

PFT.y..t rva-ri c 1-rxra cr=i-tarrairn 1i4 rtn a- nv-n-t-- I rYt 
1." 

harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Banjar dan 

s;  k bertent— .a viga P•ingo m:1.3; 1:211 r-1•Dy.  T r‘ko 1 ri•-ri rel; s. 



b. 

Bagian Kedua 

Persyaratan 

pas,-,1 7 

PenetapanKampung Banjarsebagai destinasi pariwisata Budaya Lokal hares 

memen-.hi pers:‘Tarotri 'I' ri rn 

D':, cs, I S-1 LA1. 

Destinasi pariwisata Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 

Patm-n.  

a. Cagar Budaya; 

U. TT 

c. Kesenian; dan/atau 

d 	T  k 31  . O(_. 

 

9 

Persyaratan teknis penetapan Kampung Banjar sebagaimana dimaksud 

Pasl 7 meliputi: 

a. aktifitas masyarakat berbasis pariwisata; 
rr~r.  1 .11,4 potensi unggulan;  11, S.) 

c. ketersediaan tempat pusat kegiatan tradisional masyarakat; dan 
ketereg4: .11  eInc flan rr q

t
rror ers.rrt I-I r cra  Ira rrr rryr wicardk i 0  o   44•—• 1.d. VLLAt, 

Pr--q 10 

Persyaratan administrasi penetapan Kampung Banjar sebagaimana 
1:3n rz1 7 rt-te=li-n-t-rti- 

a. sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 

Kota izz•njorrnasin; 

b. memiliki Pokdarwis dan/atau Karang Taruna; 
riv-rt R-1 1Z a rrt rc rry, rr TIT /3 T."' 94,21.1 

V. tl1 4.0.1..L.L Lle...L.L.4.1, 4.4.14.6 

d. program kerja pengurus. Kampung Banjar. 



Bagian Kctiga 

Tata Cara Penetapan 

pr,v-,1 

Tata cara penetapan Kampung Banjarsebagai kampung wisata diatur 
hiarikrt:  

a. pengajuan. usul penetapan Kampung Banjar oleh Lurah kepada 

Kepala Dinas dengan Pasal 9 

dan Pasal 10; 

h. riala tri rigka - wnlrb i rig  1 n rt-11-rn t prrluh  14-t-rm1-. 

hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud 
raria h-nr.rif 11-'ngk.9)  r-, metnherikan 

jawaban menerima atau menolak atas usul penetapan Kampung 

c. dalam hal pemberian jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b, 

Kepnif-.1. Dinas rnelnkulTnn pArQynrm-ixn. ar 
 minist..rasidan  teknis  

sebagai bahan pertimbangan atas usul penetapan Kampung Banjar; 
Ar.  Kep-A‘c, veriA.g1-si dapat mei,"1-ientyr-k 

Verifikasi Penetapan Kampung Banjar; 

hash persyaratari tt..b.,̂ 4s dalarn 

bentuk Berita Acara Verifikasi Penetapan Kampung Banjar; dan 

1. penolakan terha.dap ttsul Banjar diSertai denz,i,ran 

alasan yang jelas. 

CAB III 

PERLINDUNGAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN 

p..1 if) 

Kampung Banjar yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan 

teknis, 

Pawl 13 

Kampung Banjar yang telah ditetapkan sebagai kampung wisata wajih 



Tr, T.kr,74 ;I, A • TIL ALA 1.0 41111,1 ....4.11P..4.11, f A ,3 Mr",  73  ,3  (7,3 3, 73 7173 •P 1.4 34-4,4.13-1.4.4.44. 4..4411, 4.5, 111 C-1,44.115,4.A.,- J.J•14J1-4...2. i__f 4.-A- 

Lokal. 

P-s-1
kµA 14 

Perlindungan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
nieEptiti 

a. pemeliharaan 
r' -r

agar  Budaya Kampung Banjar; 
t; AlA; A c.r•-r-t •-a TT1TlTv rT 

N. 111 ,e .L.LJ 64.15,4 J. A. .4.  A X.N.0 J• Jl 1.3.4-4.11 111 

c. melestarikan Sejarah Lokal Kampung Banjar. 

Pemanfaatan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

a. pendidikan; 

U. NKK1A1 Y YaNl.t 1.141  

c. komunikasi Budaya; 
A iAr,r, ifno A - A ,.... 1,4 L-L 4,13, 1.1,44 J. 

e. mendorong kegiatan ekonomi. 

c--31 I 4,4.4 A J. 

Pengembangan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

a. penelitian; 

c. adaptasi. 

RA P 

PENETAPAN KAMPUNG BANDAR 

7 
J.  l4 V,11 A. 0 

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kampung Banjar yang telah 
hi d.nri  

a. Sungai Jingah; 



b. ,f+-;; 

c. Kuin; 

d. Kelayan, 

e. Sungai Bilu; 

1. Sungai LuInt; dan 

g. Benua Anyar. 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

151  

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kelestarian kawasan Kampung 

a. Pokdarwis; dan 
h TZ•arctrtfr Mr-el-etc, 

J..t .1.4.A. HI. A01.... • 

RAIR \TT 

PEMBTNAAN 

134.41. 
,3 10 ,PIA.1. 

(1) Dinas  Pariwisata, 	Kecamatan,  dan Kelurahan melakukan 

#.4.-r4-torlQ-rN krQ-rn-rvt 1-t-: Cr 

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
r3 rlrr ; v-srst•-•-3 in I ...A; vrt In ZPTT1 o".11 

6.4.4.11 J1 ..41.4.4.1114,,I, 1,0 ,..01.1,11a11.1 1, 

b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis; 

es. i.r Ann_ n fnrinn va  

d. fasilitasi sarana dan prasarana; 

e rwmp-tre.lo.rwcreparsari rixt,r-hsrti-rtiran Ant, Irrtmruatiei• 
• 4.41.4 V./  4.0.11.11.

., 
1.0  ...SI., 

f. pengkajian pengembangan; dan 

g..koordinasi 

Banjar. 

trf,'"; •-11-71 • 1 fl f .7-1 f71,77-1 t 71, li r\TT7i It I, 1  r T.7 •1 m T117T'1 rT 
,11.111 •-4.,...14‘..A.A 1151..1.11 J VJ A. Ja V 111 J. A.A.A.A A S. A A. J. 

13,-3.c-3.1 



(1) Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19ayat (2) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kinerja 

Pokdarwis danlatau Karang Tanana Kampung Banjar. 

(2) Pembinaan melalui peningkatan kualitas manajemen pengelolaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ailak.ukan dengan.: 

a. pelatihan di bidang manajerial; 

b. pe1-4411-1 di bidang pengembangan jaringa_n; 

c. pendampingan organisasi; dan 

d. studi banding. 

"7/ 1 %AS. v 1 

(1) Peningkatan wawasan dan keterampilan teknis sebagaimana dimaksud 

dalam Pac=2:1  1 9 ay at (2) huruf h diarahkan untak-  meningkatkan 

motivasi, pengetahuan, partisipasi, dan regenerasi wa rga masyarakat 

Kampung Banjar untuk menooali potensi vrisata yang 
dimaluaraa 

(2) Pembinaan melalui peningkatan wawasan dan keterampilan teknis 

seb..r;-mana dimaksud pada ayat (1) dapat dilalrukan dengan: 

a. sosialisasi program Kampung Banjar; 

b. lokakarya yang diikuti clef: Pokdarwisi Karang Taruna Karnpung 

Banjar; dan 

c. pelatihan keterampilAri kuliner, kern roan tangan, atau menampilkan 

pertunjukan.  

Pasal 22 

(1) Dukungan promosi dan infoimasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat  (2) huruf c diarahkan untuk potensi 

pa riwi sa ta dan menginformasikannya kepada masyarakat luas. 

(2) Pembinaan -meialui dukungan promosi dan informasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: 

a. pembuatan materiinformasi Kampung Banjar; 

b. pembuatan dan pemutakhiran basis data Kampung Banjar; 

c. pameran dan pergelaran potensi Kampung Banjar 

d. pendokumentasian kegiatan Kampung Banjar; 



pengambangz.--ra sarna dengaAn perau.--igku kepentinga.A.n., 144.111 
f.  f.  pemanfaatan teknologi inform.asi. 

ID, v., 1 
1 I-467441 V L.7 

(1) Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam 

yct t r)  h-t-t r-T-If  4 Ain r,r/ /11Crt rl rit-,k rry....
Ty

ro.r1 cskcr 

clan prasarana yang memadai untuk pengembangan Kampung Banjar. 

Si -1",2 ."3 
U., 421 t&L 

A "srst rra r-a TrA 1 LA. 1-n-41 LA-L A. LA. rs 1-1 *a Trn irrn LA-L 14.A. 

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: 

pac•Trtl-tn-rigrtlrin virrErrrn 

b. penyediaan aksesibilitas dan prasarana lingkungan; dan 

Y1,.7'1 O Ti A •.:1  VC. tsrl r11 47, 

(1) Fasilitasi  penyelenggaraan pertunjukan dan kompetisi sebagaimana 

Pt-Icr11 19 1-1 3rt-lt r) 1p f v  r1;1tIloikt:”1.  

memperkenalkan dan menguk-ur tingkat perkembangan Kampung 

4.4.4. • 

(2) Pembinaan melalui fasilitasi  penyelenggaraan pertunjukan dan 

1loom irts-,+; 
16,71.1.7.  1 41471 

bentuk: 

" U4i 4J4. 
1
~..5w

1 m
4
r
2 A11m11 4.4l1V74

A
E pada ayat (1) A

4.1 
 n4.1 cialcIrn 

rva rrt ri  tni rtacrica rn ri  147n rrt rt-ri in et- Iqn +-liar- An ri  1../ •-• J. Fr 

b. lomba Kampung Banjar. 

1=Z \ITT 

PENGELOLAAN 

pcicici3 ') 

(1) Dinas bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kampung Banjar. 

an 14:.a.,-ripung, B,...-njar. yang sebagainaaina 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokdarwis dan/atau Karang 

101 V") 



Dinas melalui Pokdarwis dan/atau Karang TarunaKampung Banjar 

a. melakukan pengelolaan potensi dan Jaya tarik wisata yang 
bercirikan unik., otentik., spes;c;11, dan bersifat_ kearifAn menjadi 

sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual; 

menyiapkan SeSlei raidnta keh -upanmasyarakat,b. ny t i s id    

c.  menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata; 

menyiapkan fasilltas dan sarana prasarana. yang sudah ditetaplw.n; dan 

e.  memelihara rumah adat banjar sebagai rumah wisata bekerja sama 

dengan 1,1
,1•11^14 171T 

PaQn:1  (Y7 

Pokdarwis dan/atau Karang Tarunamemiliki fungsi sebagai berikut: 
-ns.rperwilf,071Q07-1 -r.PlakQa-r-tan-rt ria-rt -nr.in-nrrt-a-r% -t-reraTra-ret Ka-rn-rorrtrt 
1.0 VAL NJ& NA:a. 

Banjar; 

b. melapork—i. 11.-3-;1 kcjanazszi  program dan kegiatan kepada 

pemerintah kelurahan dan Dinas. 

(1) Pokdarwis dan/atau Karang TarunaKampung Banjar dapat membentuk 
1,-s.arlarz T-tukt-trrt -rtrvt.171r rnerni-vantrt pelairspnann kerjasarnp. 

(2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk: 
•-a 	rvrw,t-asi - 

at 
 ra 

. 

b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris. 

BAB VITT 

KETENTUAN PENUTUP 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

seithap f-vr...s T-1 es- "-mem:1=14,-s r t:i.rsv-rrs 
4.4.4./1  4.4.L.L.L 111 V111 V1111 Li41111C;1t TirAT, rrr TT, ( ,3 1"3 ~,..11G 4.4.11....4. 16,41J. 



Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Banjarmasin. 

Ditetapkan di Banjarmasin 

pada tanggal 26 De sember 201 9 

WALIKOTA BANJARMASIN, 

gyp- 
IBNU SINA 

Diundangkan di Banjarmasin 

pada tanggal 26 De somber 201 9 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 

HAMLI KURSANI 

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 
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